Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta
melayani masyarkat

Sasaran Daerah: Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO Sasaran Indikator Sasaran/Program Definisi Operasional Rumus Perhitungan Penanggung Jawab
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis Esselon II
1. Rasio  Penegakan  Peraturan | Prosentase penegakan | Alasan Pemilihan indikator: untuk efektivitas pelaksanaan peraturan perundang- | Kepala Satuan Polisi
Meni Perundang-undangan daerah peraturan perundang- | undangan tingkat provinsi dalam menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan | Pamong Praja
eningkatnya O .
undangan daerah provinsi | perlindungan masyarakat
Ketentraman dan :
; dalam menciptakan
ketertiban umum . . .
daerah yang aman ketentraman, ketemban Formulasi Perhitungan: . . . .
dan kondusif umum ) dan  perlindungan | Y Cakupan yan trantibum, penegakan Perda, linmas dan koordinasi kebaka
masyarakat Jumlah Perda
Indikator Kinerja Program (esselon III)
NO | SasaranProgram Indikator Program Definisi Operasional Rumus Perhitungan Penanggung Jawab
1. Meningkatnya Presentase Penegakan Peraturan | Jumlah penyelesaian | Alasan pemilihan indikator: untuk efektivitas pelaksanaan peraturan perundang- | Kepala Bidang
Penegakan Perundang-undangan daerah pelanggaran peraturan | undangan tingkat provinsi Penegakan
Peraturan perundang-undangan Provinsi Perundang-undangan
Perundang- Penyelesaian pelanggaran peraturan perundangan —undangan <100 Daerah
undangan Daerah Pelanggaran peraturan perundangan— undangan
2. Terwujudnya Cakupan pelayanan ketentraman | Prosentase penanganan | Alasan pemilihan indikator: mengukur kinerja pemeliharaan ketentraman dan ketertiban | Kepala Bidang
Ketentraman dan ketertiban umum daerah provinsi | gangguan ketentraman dan | umum Ketentraman dan dan
Ketertiban Umum ketertiban umum Pelanggaran K3 yang terselesaikan Ketertiban Umum
Daerah Provinsi Pelanggaran K 3 yg dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol R
3. Meningkatnya Cakupan perlindungan | Prosentase penanganan | Alasan pemilihan indikator: mengukur kinerja penanganan perlindungan masyarakat Kepala Bidang
Penanganan masyarakat perlindungan masyarakat Perlindungan
Perlindungan Y Layanan penanganan perlindungan masyarakat dalam penegakan perda| Masyarakat dan
Masyarakat Pengembangan
enegakan perda dan perkada
X peneg p p Kapasitas
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Y Laporan kejadian bencana kebakaran di kabupaten/kota

NO Sasaran Indikator Sasaran/Program Definisi Operasional Rumus Perhitungan Penanggung Jawab
4. Meningkatnya Cakupan koordinasi penanganan | Prosentase koordinasi | Alasan pemilihan indikator: mengukur kinerja pelayanan bencana kebakaran Kepala Bidang
Koordinasi bencana kebakaran penanganan bencana Pemadaman
Penanganan kebakaran Y Laporan Layanan penyelamatandan evakuasi bencana kebakaran dikaby Kebakaran
Bencana




